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Undang-Undang dan Peraturan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 23 ﬂa}‘,:pE@D Iﬁ"Refﬁ_‘tPhg Pfrpqrmtah Daerah.

Undang-Undang Nomor ]_.T ahtn 2015 Tentang?enetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Téntang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Peraturan Pemetrintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi
Pemerinta[han.

Peraturan Mente
Pengelolaa
Daerah.

entang Pedoman

\%Em Negeri Nomor 57 Tahun 2009’
dan Wakil Kepala

nja Pemilihan Umum Kepala Daer
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Peraturan Menterl qulam .Neg Nomaor, 2% 2(}11 Tentang Pedoman

Pengelolaan K?;uanga}n fge }h:\ f___\\-.m

Peraturan Menteri Dalam Negerl NomOr 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
Tahun 2015.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan
Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan
Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
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PKPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
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